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Abstrak 

 

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai langkah yang ditempuh Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) dalam mempertahankan sikap imparsialitasnya selama penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Lampung Timur, sekaligus menelaah sejauh 

mana imparsialitas tersebut berkontribusi bagi penguatan sistem demokrasi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen-dokumen yang relevan. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa netralitas Polri pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung 

Timur dibangun melalui lima upaya utama. Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan 

sebagai landasan implementasi netralitas. Kedua, peningkatan profesionalisme personel 

melalui internalisasi etika, pelatihan, simulasi manajemen konflik, dan penguatan pengawasan 

etik. Ketiga, penguatan sinergi dengan KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu untuk 

mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman dan berintegritas. Keempat, penerapan 

komunikasi publik yang transparan melalui media dan pendekatan berbasis komunitas guna 

mencegah konflik. Kelima, optimalisasi sistem pengawasan internal dan penegakan disiplin 

untuk memastikan konsistensi sikap netral anggota Polri selama seluruh tahapan Pemilu 2024. 

 

Kata Kunci: Netralitas, Pemilu 2024, Polri, Politik, Demokrasi. 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the strategies employed by the Indonesian National Police (Polri) 

to maintain institutional neutrality during the 2024 General Election in East Lampung Regency 

and to examine how such neutrality contributes to strengthening democratic governance. The 

study adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth 

interviews and document analysis. The findings reveal that Polri's neutrality during the 2024 

General Election in East Lampung was supported by five key strategies. First, strengthening 

the regulatory and institutional framework as the foundation for implementing neutrality. 

Second, enhancing personnel professionalism through ethics internalization, professional 

training, conflict management simulations, and reinforced ethical oversight. Third, 

strengthening collaboration with the General Elections Commission (KPU), the Election 

Supervisory Agency (Bawaslu), and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) to 

ensure a secure and credible electoral process. Fourth, implementing transparent public 

communication through media engagement and community-based approaches to prevent social 

conflict. Fifth, optimizing internal oversight mechanisms and disciplinary enforcement to 

ensure consistent neutrality among police personnel throughout all stages of the 2024 General 

Election. 
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A. PENDAHULUAN 

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tonggak strategis bagi perjalanan demokrasi 

Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) memegang posisi yang sangat penting dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat selama seluruh tahapan pemilu. Penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus 

menjadi ujian nyata bagi profesionalitas dan komitmen imparsialitas Polri dalam mendukung 

terbentuknya iklim demokrasi yang sehat. Tantangan yang dihadapi semakin kompleks seiring 

meningkatnya polarisasi masyarakat, dinamika politik yang semakin kompetitif, serta 

berkembangnya berbagai ancaman di ruang digital yang berpotensi memengaruhi stabilitas 

keamanan. Dalam kondisi demikian, Polri dituntut untuk senantiasa menjaga sikap netral, 

profesional, dan independen sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Urgensi netralitas aparatur negara, khususnya Polri, telah menjadi perhatian berbagai 

penelitian. Sandiya & Basir (2021) menegaskan bahwa netralitas aparatur negara, yang 

meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, merupakan instrumen penting dalam 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial selama penyelenggaraan 

pemilu. Dengan menelaah perspektif Marx, Weber, dan Hegel mengenai birokrasi, penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa ketidaknetralan aparatur negara merupakan fenomena yang 

inheren dalam relasi kekuasaan sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat. 

Senada dengan itu, Siregar (2019) menyatakan bahwa netralitas Polri merupakan prasyarat 

utama bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis karena keterlibatan Polri dalam politik 

praktis berpotensi menurunkan kepercayaan publik, mengganggu stabilitas politik, serta 

merusak integritas proses elektoral. Lebih jauh, penelitian tersebut menegaskan bahwa 

netralitas Polri tidak hanya menopang kualitas pemilu, tetapi juga menjaga ketertiban sosial 

secara lebih luas. 

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Firdausi & Djuyandi (2024) yang 

menganalisis hubungan antara politik, institusi kepolisian, dan militer dalam perkembangan 

demokrasi Indonesia pascareformasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa netralitas TNI 

dan Polri merupakan variabel strategis yang menentukan keberhasilan proses transisi dan 

konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Junaedi (2024) memetakan provinsi-

provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran 

netralitas aparatur negara masih menjadi persoalan yang serius di berbagai daerah, termasuk 

aparatur pada sektor keamanan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan, 

pembinaan, dan penegakan disiplin untuk menjaga integritas pemilu. 

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan adanya konsensus akademik bahwa 

netralitas aparatur negara, khususnya Polri, merupakan fondasi penting dalam menjaga 

integritas pemilu dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Namun demikian, sebagian besar 

penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif, konseptual, dan nasional, serta belum 

banyak mengkaji implementasi netralitas Polri pada tingkat daerah dengan mempertimbangkan 

dinamika politik lokal dan tantangan operasional yang dihadapi aparat kepolisian selama 

penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk 

menganalisis bagaimana netralitas Polri diwujudkan dalam praktik di wilayah yang memiliki 

karakteristik kerawanan politik tertentu. 

Imparsialitas Polri menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya konsolidasi demokrasi 

yang berkualitas. Berbagai ancaman yang merongrong netralitas tersebut, terutama intervensi 

kekuasaan yang bermuatan kepentingan politik, terus menjadi tantangan yang tidak mudah 

diatasi. Penyelenggaraan Pemilu 2024 secara serentak yang mencakup pemilihan anggota 

legislatif, presiden, dan wakil presiden semakin menambah kompleksitas tugas Polri dalam 

menjaga keamanan sekaligus menjamin integritas proses demokrasi. Kompleksitas persoalan 
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netralitas bahkan semakin meningkat di sejumlah daerah yang diklasifikasikan sebagai wilayah 

rawan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Rekam jejak 

pelanggaran netralitas oleh aparatur negara, termasuk oknum anggota Polri, turut menunjukkan 

bahwa tantangan tersebut masih memerlukan perhatian yang serius. 

Komitmen netralitas Polri secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), 

yang melarang anggota Polri menggunakan hak memilih maupun dipilih serta mewajibkan 

mereka bersikap netral dalam kehidupan politik. Regulasi tersebut diperkuat melalui Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur Kode Etik Profesi 

dan Komisi Kode Etik Polri sebagai pedoman perilaku anggota dalam menjaga profesionalitas 

dan netralitas. Penindakan terhadap pelanggaran netralitas menjadi indikator komitmen 

institusional Polri dalam menjaga integritas organisasi. Di sisi lain, potensi intervensi politik 

dari aktor-aktor kekuasaan tetap menjadi tantangan yang dapat memengaruhi independensi 

institusi kepolisian dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. 

Kabupaten Lampung Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki relevansi 

yang tinggi dalam mengkaji implementasi netralitas Polri. Dinamika politik lokal yang 

kompetitif, karakteristik wilayah yang beragam, serta potensi kerawanan selama 

penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadikan daerah ini sebagai studi kasus yang representatif 

untuk memahami bagaimana prinsip netralitas dijalankan oleh aparat kepolisian di tingkat 

operasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Kepolisian Republik 

Indonesia dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur sebagai 

bagian dari penguatan demokrasi. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Netralitas 

Netralitas merujuk pada sikap dan tindakan Polri yang tidak memihak kepada salah satu 

peserta pemilu, baik dalam kapasitas individual, kelembagaan partai politik, maupun golongan 

tertentu. Konsep ini memiliki posisi krusial dalam menjaga integritas pemilu dan memelihara 

kepercayaan publik. Dalam perspektif pemerintahan modern, netralitas birokrasi merupakan 

elemen esensial yang meniscayakan fungsi aparatur negara bebas dari pengaruh kepentingan 

politik, dengan orientasi utama pada pelayanan kepentingan umum, bukan kepentingan partai 

atau kelompok tertentu. Dengan demikian, netralitas Polri pada hakikatnya berarti kepatuhan 

penuh terhadap hukum yang berlaku, konsistensi dalam bersikap tidak memihak, serta 

komitmen untuk senantiasa bertindak secara profesional. 

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Yahya secara tegas menegaskan kembali komitmen 

institusional Polri untuk tetap menjaga netralitas dan tidak mengintervensi perpolitikan praktis 

menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebagaimana 

disampaikan di Mapolda Lampung, beliau menyatakan bahwa Polri tunduk pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang secara tegas mengatur bahwa anggota Polri tidak memiliki 

hak pilih dan dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Lebih lanjut, beliau 

menggarisbawahi bahwa keterlibatan Polri dalam pesta demokrasi sepenuhnya difokuskan 

pada aspek pengamanan. Komitmen ini telah dikomunikasikan secara konsisten melalui 

berbagai forum dan dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran personel. Irjen Pol Helmy juga 

menambahkan bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada membutuhkan sinergi dari semua 

pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi TNI-

Polri, menurutnya, telah dipersiapkan secara matang dalam rangka mengamankan dan 

mensukseskan Pilkada 2024. 

Memasuki masa persiapan Pilkada 2024, Kapolres Lampung Timur AKBP Benny 

Prasetya memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Polres Lampung Timur akan 

menjalankan seluruh tugasnya secara netral sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau menegaskan 
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bahwa setiap anggota Polri di jajaran Polres Lampung Timur wajib bersikap imparsial pada 

Pilkada 2024 tidak diperkenankan untuk memihak atau memberikan dukungan kepada calon 

tertentu, tidak memberikan fasilitas, tidak menyampaikan arahan yang bersifat partisan, 

maupun memberikan respons yang menunjukkan keberpihakan. Ditegaskan pula bahwa setiap 

personel yang terbukti terlibat dalam kegiatan pemilu praktis akan dikenai sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga mengimbau seluruh 

personel untuk berperan aktif dalam membangun cooling system sistem peredam ketegangan 

sosial dengan cara menyebarluaskan informasi keamanan dan ketertiban yang akurat kepada 

masyarakat, guna mencegah penyebaran hoaks, isu SARA, dan propaganda yang berpotensi 

mengganggu kerukunan umat beragama. 

Kajian terhadap berbagai temuan tersebut mengungkap bahwa Polres Lampung Timur 

menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam mewujudkan komitmen netralitasnya selama 

Pemilu 2024, yang tercermin dari pernyataan-pernyataan resmi, aksi pengamanan yang 

imparsial, kegiatan edukasi publik, dan sinergi lintas lembaga. Langkah-langkah antisipatif 

terhadap penyebaran hoaks serta pelaksanaan patroli yang terencana secara strategis semakin 

memperkuat pilar demokrasi di tingkat lokal. Meski demikian, tantangan yang masih tersisa 

terkait dengan persepsi publik yang sempat melemah akibat sejumlah kasus internal di tubuh 

Polri. Evaluasi jangka panjang diperlukan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah 

netralitas ini terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas demokrasi secara berkelanjutan. 

 

2. Pemilu (Pemilihan Umum) 

Pemilu merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-

wakil dan pemimpin bangsa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Penyelenggaraan pemilu yang bersih dan kredibel meniscayakan adanya partisipasi aktif warga 

negara serta sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel. 

 

3. Konsolidasi Demokrasi 

Konsolidasi demokrasi merupakan suatu proses berkelanjutan dalam memperkuat 

institusi-institusi dan nilai-nilai demokrasi, yang bertujuan memastikan sistem demokratis 

dapat beroperasi secara efektif, stabil, dan terinternalisasi sebagai budaya politik yang 

diimplementasikan dengan penuh kearifan. Proses ini meniscayakan pembangunan fondasi 

yang kokoh sehingga seluruh aktor politik menaruh kepercayaan pada sistem pemerintahan 

yang demokratis. Konsolidasi demokrasi juga mencakup upaya peningkatan kualitas sistem 

politik secara menyeluruh, penguatan institusi, perluasan partisipasi, pengembangan toleransi, 

serta perlindungan hak asasi manusia. 

 

4. Kepolisian 

Polri adalah instrumen negara yang mengemban fungsi dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002, Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak 

diperbolehkan menggunakan hak pilih aktif maupun pasifnya. 

 

5. Peraturan Perundang-Undangan 

Bagian ini memaparkan perangkat regulasi yang relevan berkenaan dengan netralitas 

Polri dan penyelenggaraan pemilu, yang menjadi landasan hukum bagi setiap tindakan yang 

diambil Polri dalam konteks kepemiluan. 

 



 

ARTIKEL 

JURNAL PAPATUNG: Vol. 9 No. 3 Tahun 2026                          310 

ISSN: 2715-0186 

C. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Data dikumpulkan 

melalui wawancara dengan unsur kepolisian, KPU, Bawaslu, dan masyarakat, serta melalui 

analisis terhadap dokumen-dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara 

induktif dengan menerapkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri dapat dikategorikan ke dalam lima strategi 

utama dalam menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024 di Lampung Timur. 

Secara konkret, Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Lampung Timur telah 

mengimplementasikan berbagai langkah nyata dalam mempertahankan sikap imparsialitasnya. 

Temuan penelitian tersebut dapat dirangkum dalam lima dimensi pokok berikut: 

1. Penguatan Regulasi dan Kerangka Institusional 

Pembenahan regulasi dan penguatan kerangka kelembagaan menjadi pilar utama yang 

menopang netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Lampung Timur. Hal ini 

merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk memperkuat dan menyempurnakan 

sistem demokrasi, sehingga demokrasi dapat tertanam sebagai budaya politik yang 

diimplementasikan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Demokrasi yang terkonsolidasi 

mengandaikan adanya komitmen kolektif seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai 

demokratis sebagai sebuah sistem yang patut diyakini dan dipatuhi. Dalam tataran operasional, 

upaya ini diwujudkan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Polri yang 

disusun berdasarkan pemetaan tingkat kerawanan wilayah, guna menjamin pelaksanaan 

pengamanan yang netral dan profesional. 

2. Penguatan Kapasitas Internal dan Profesionalisme 

Polri di Lampung Timur menyelenggarakan berbagai program terstruktur yang 

ditujukan untuk memperkuat kapasitas internal dan meningkatkan standar profesionalisme 

anggotanya. Program-program tersebut meliputi: 

a. Internalisasi Nilai Etika dan Kode Perilaku Netralitas: Membangun pemahaman 

yang mendalam di kalangan personel mengenai pentingnya netralitas dan standar 

etika dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pembentukan Satuan Khusus Pengawasan Etik: Menghadirkan mekanisme 

pengawasan internal yang terstruktur terhadap perilaku dan integritas anggota. 

c. Pelatihan Berbasis Profesionalisme: Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan 

teknis personel dalam konteks pengamanan pemilu, mencakup keterampilan dalam 

penanganan situasi konflik, pengelolaan kerumunan, dan penegakan hukum. 

d. Simulasi Manajemen Konflik: Mempersiapkan personel untuk menghadapi 

berbagai skenario konflik yang berpotensi muncul dalam proses penyelenggaraan 

pemilu. 

e. Lokakarya Analisis Konten Digital Provokatif: Membekali personel dengan 

kemampuan mendeteksi dan menanggulangi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, 

dan konten provokasi di ruang media sosial. 

3. Kolaborasi Multi-stakeholder 

Netralitas Polri juga diperkuat melalui kemitraan strategis yang intensif dengan 

berbagai pihak terkait. Bentuk-bentuk kolaborasi tersebut antara lain: 

a. Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

(KPU RI): Polri mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara 

komprehensif, mulai dari distribusi logistik, masa kampanye, pemungutan suara, 

hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, demi memastikan kelancaran dan 

keamanan setiap proses. 
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b. Sinergi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Berkolaborasi dalam 

penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti praktik 

politik uang, kampanye hitam, dan intimidasi. Kerja sama ini mencakup pertukaran 

informasi, koordinasi investigasi, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran 

melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). 

c. Pencegahan Konflik Terpadu: Polri, KPU, dan Bawaslu secara bersama-sama 

mengupayakan pencegahan dan penanganan potensi konflik melalui pemetaan 

kerawanan, dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan pendekatan mediasi. 

4. Transparansi Operasional dan Komunikasi Publik 

Polri di Lampung Timur mengedepankan keterbukaan operasional dan komunikasi 

publik yang efektif sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat dan 

meredakan ketegangan sosial. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: 

a. Dialog dan Pendekatan Berbasis Komunitas: Menjalin interaksi langsung dengan 

masyarakat untuk mensosialisasikan peran dan komitmen Polri dalam menjaga 

netralitas. 

b. Pengelolaan Informasi Media: Mengelola arus informasi dan komunikasi publik 

secara efektif guna menangkal hoaks dan disinformasi, serta memastikan ketepatan 

informasi yang sampai kepada masyarakat. 

c. Penanganan Laporan Dugaan Ketidaknetralan: Melakukan tindak lanjut secara 

transparan dan akuntabel terhadap setiap laporan yang mengindikasikan 

pelanggaran netralitas oleh oknum anggota. 

d. Penguatan Polri Presisi: Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pemanfaatan 

teknologi dan pengelolaan komunikasi publik demi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di ranah digital. 

5. Sistem Pengawasan Internal dan Penegakan Disiplin 

Guna menjamin konsistensi netralitas, Polri mengoperasionalkan sistem pengawasan 

internal yang ketat disertai mekanisme penegakan disiplin yang tegas. Hal ini diwujudkan 

melalui pemberian sanksi disipliner internal kepada anggota yang terbukti terlibat dalam 

kegiatan politik praktis, sebagai bentuk komitmen nyata Polri terhadap pemeliharaan integritas 

institusi.  

Temuan ini membuktikan bahwa upaya Polri dalam menjaga netralitas selama Pemilu 

2024 di Lampung Timur ditopang oleh pendekatan multidimensi yang meliputi aspek regulasi, 

pengembangan kapasitas internal, kolaborasi eksternal, komunikasi publik, dan pengawasan 

institusional. Keseluruhan upaya tersebut bermuara pada tujuan mendukung konsolidasi 

demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, dan demokratis. 

 

E. KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa netralitas Polri pada Pemilu 2024 di Kabupaten 

Lampung Timur diwujudkan melalui lima strategi utama, yaitu: (1) penguatan regulasi dan 

kerangka kelembagaan sebagai dasar implementasi netralitas; (2) peningkatan kapasitas 

internal dan profesionalisme personel melalui pembinaan etika, pelatihan, dan pengawasan; (3) 

penguatan kolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu dalam mengawal 

penyelenggaraan pemilu; (4) penerapan transparansi operasional dan komunikasi publik untuk 

mencegah konflik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat; dan (5) optimalisasi sistem 

pengawasan internal serta penegakan disiplin guna menjamin konsistensi sikap netral anggota 

Polri. Kelima strategi tersebut menunjukkan bahwa netralitas Polri tidak hanya menjadi 

kewajiban normatif, tetapi juga merupakan faktor strategis dalam menjaga integritas pemilu, 

memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. 
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